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BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURAN BUPATI MAlALENGKA

NOMOR 18 TAHUN2009

TENTANG

TAHUN 2009

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MAlALENGKA TAHUN 2010

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
8UPAll MAJALENGKA,

Menimbang:
a. bahwa sebagai pelaksanaanPasal 150 ayat (3) huruf d Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Majalengka Tahun 2010 sebagai penjabaran RencallCl
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
MajalengkaTahun 2009 - 2013;

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Majalengka Tahun 2010, merupakan rujukan kebijakan bagi satuan
Kerja Perangkat Daerah di. Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka dalam menyusun program pembangunan yang akan
dilaksanakanpada tahun 2010;

c. bahwa ... 2
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C. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka
dipandang perlu menetapkan Rencana KeljaPembangunan Daerah
(RKPD)Kabupaten MajalengkaTahun 2010 dengan PeraturanBupati.

Mengingat:
1. Undang-Ulidang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalar'n Ungkungan Provinsi Djawa Barat (Berna
'Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 'Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakartadan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang'"'Undang'Nomer 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Ungkungan Provinsi Djawa Barat (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nemor 31, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor .2851);

2. Undang':Undang 'Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan 'Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 'Nomor 75,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang':UndangNemor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan'Negara
(lemt>aran NeQaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambcJhan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang PembentUkanPeraturan
Perundang-undangan (lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan
Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4400);' -

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomer 4138);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan lembaran NeQaraRepublik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten{Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan .... 4
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang PengelolaanUang
Negaral Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
4750);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 200+2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang PedomanPengelolaanKeuangan Daerah;

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor n Tahun 2005 tentang Tata
cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah
PropinsiJawa Barat No. 31 2005 seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomer 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Nomer 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Perangkat Daercih Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);

24. Peraturan ... 5
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi 5ekretariat Daerah,
Staf Ahli dan 5ekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008
Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Majalengka (lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 Nomor 5);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2008 Nomor 6);

27, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2008 Nomor 12);

28, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran OaerahKabupaten MajatengkaTahun 2009 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Majatengka Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009- 2013 (lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapka n :
PERATURAN BUPAn TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH (RKPD) KABUPATENMAlALENGKA TAHUN 2010.

Pasa.1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun
2010 tecantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2 .... 6



-6-

Pasal2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun
2010 adalah sebagai penentu Arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan
Daerah di Kabupaten Majalengka untuk Tahun 2010, dengan tujuan agar
kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil
guna.

Pasal3
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)di lingkungan Pemerintah Kabupaten
dan Badan UsahaMilik Daerah di Kabupaten Majalengka, agar menggunakan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun
2010 sebagai acuan dalam menyusun rencana program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
masing-masing.

Pasal4
Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2010 pada
pelaksanaannyaakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan
apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan.

PasalS

Dalam mewujudkan mekanisme pelaksanaanpembangunan yang terpadu dan
berkesinambungan, maka kegiatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
gerak langkah dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pengawasannyaperlu lebih ditingkatkan.

Pasal 6 ....7
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Pasal6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 AiUStus 2009

BUPATI MAlALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUP ,EN MAlALENGKA,

t

HERMAN SENDJAlA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKATAHUN 2009 NOMOR 18


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

